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Abstrak

“Korupsi terbukti telah membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan.
Korupsi telah menjauhkan bangsa-bangsa di dunia dari kemakmuran. ltulah sebabnya korupsi
menjadi musuh bersama. Melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan
Negara, tetapi karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan terbukti telah
memiskinkan warga dunia.” Demikian kutipan sebagian pidato Presiden Joko Widodo pada
puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada tanggal 10 Desember 2015.

Untuk konteks Indonesia, korupsi telah menjadi Extra Ordinary Crime, kejahatan yang luar
biasa. Karena praktik korupsi telah menyasar hampir seluruh lembaga Negara dan lembaga
keumatan tanpa terkecuali. Hal ini membuktikan bahwa masalah korupsi sudah sangat serius. Di
tambah lagi, pelaku praktik korupsi dilakukan oleh orang-orang terpelajar, bahkan pejabat-pejabat
pemerintahan di pusat sampai ke daerah-daerah yang mengerti hukum dan memiliki kemampuan
administrasi dan management yang mumpuni.

Meski sudah banyak pakar hukum dan social yang melakukan penelitian dan menciptakan
teori untuk mencegah korupsi, antara lain management yang transparan dan akuntabel serta
disribusi kekuasaan, namun praktik korupsi tetap.merajalela. Realitas ini membuktikan bahwa
korupsi tidak semata-mata berkorelasi dengan kemampuan management dan pengetahuan tentang
aturan dan hukum. Tetapi berkorelasi dengan masalah etika-moral bahkan karakter seseorang.

Penelitian ini diawali-dengan melihat pola dan akar serta dampak korupsi, dan juga kajian
biblis tentang praktek korupsi dalam Alkitab. Hal ini dimaksudkan menjadi landas-pijak bagi
penulis untuk berupaya merekontruksi pendidikan karakter kristiani antikorupsi sebagai sebuah
alternatif bagi pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pendidikan karakter
menjadi kebutuhan di lembaga pendidikan, agar tidak hanya menghasilkan orang-orang cerdas
secara intelektual, tetapi juga memiliki kematangan moral dan etika. Bagi penulis, pendidikan
kristiani harus menjadi pola dan model pendidikan antikorupsi, karena sejatinya pendidikan
Kristiani tidak hanya menghafal dogma dan tradisi iman masa lalu, melainkan mendorong individu
dalam komunitas untuk berperilaku jujur, adil dan bertanggungjawab serta berpikir kritis sebelum
bertindak.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan utama di Indonesia sebagai negara yang dijuluki “negeri religius”, mengapa
justru praktik korupsi semakin merajalela. Bagaimana mungkin di negeri dengan jutaan rumah
ibadah, dengan ribuan lembaga pendidikan keagamaan, atau lembaga-lembaga yang bernuansa
keagamaan tetapi justru korupsi semakin marak. Apakah agama dan keberagamaan di Indonesia
lebih pada ceremorial belaka dan tidak berimplikasi bahkan terinternalisasi dalam kehidupan
umatnya. Menurut penulis, maraknya korupsi yang terjadi dapat juga disebabkan karena
religiositas yang formalistik dan berkonotasi pada “status sosial”’; demikian juga bahwa endapan
nilai dan makna agama lebih bersifat kognitif, belum<terinternalisasi pada iman serta belum
terejawantahkan dalam keseharian. Salah satu sebab korupsi adalah pandangan dunia (minset)
sebagian masyarakat yang keliru, di mana dipengaruhi nilai-nilai agama dan budaya yang tidak
kondusif. Bagi banyak orang, agama atau iman. lebih sering membelenggu ketimbang
membebaskan. Agama cenderung melangit, tidak membumi, mandul, tidak berdaya, kehilangan
vitalitas, kurang menggerakkan penganutnya untuk aktif membebaskan dirinya dari korupsi.*

Korupsi di Indonesia sudah sangat mencemaskan. Hampir tidak ada lembaga pemerintah
(eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan swasta bahkan lembaga keumatan/keagamaan yang bebas
dari praktik korupsi.? Semua telah terpapar korupsi. Meskipun berdampak masif, korupsi sering
dianggap sebagai isu elitis yang kurang menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Bahkan ada
kecenderungan bahwa masalah korupsi hanya merupakan tanggungjawab Negara untuk
mencegah dan memberantasnya. Mengapa? Karena sesuai definisi korupsi dalam UU No.31
Tahun 1999, menyebutkan “korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan

hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

! Muhamad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan. (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 227. Dapat juga dibandingkan dengan pendapat dari Franz Magnis-Suseno, yang
berpendapat bahwa tidak ada korelasi antara korupsi dan keberagamaan. Indonesia negara religius tapi banyak orang
yang korupsi dibandingkan ada negara yang tingkat korupsinya rendah, dimana tingkat keberagamaannya juga
rendah. “Lumpur Korupsi dan Integritas Agama”, h.2 dalam Asnath S. Natar dan Robeth Setio (Peny.), Malunya
Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan
Universitas Duta Wacana, 2012.

2George J.Aditjondro, Gereja, Korupsi dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM., dalam “Gereja dan
Penegakan HAM”. (Yogyakarta: Kanisius, 2008) h.204



suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara”. Dari
pengertian ini, maka penekanannya bukan perbuatannya yang mendapat perhatian melainkan
kerugian Negara. Sehingga banyak masyarakat yang merasa bukan persoalan mereka, sepanjang
tidak merugikan uang dan ekonomi mereka. Pandangan seperti ini kemudian yang menjadi
hambatan sosial bagi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Bisa jadi, ini juga menjadi
alasan mengapa lembaga-lembaga keumatan/keagamaan kurang kuat menyuarakan
pemberantasan korupsi, karena dampaknya tidak secara langsung dirasakan.® Padahal korupsi
merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah dikategorikan sebagai “extra ordinary crime”
yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Korupsi berkembang begitu cepat di Indonesia dan menyentuh berbagai sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara termasuk di dalam kehidupan gereja sebagai sebuah pranata sosial yang
seharusnya bertanggungjawab dalam pembentukan karakter bangsa melalui pelayanannya. Setiap
hari kita membaca, mendengar dan menyaksikan perbuatan korupsi yang terjadi di lembaga-
lembaga pemerintah, perusahaan negara dan perusahaan = swasta, individu, bahkan merebak
hingga ke lembaga-lembaga keagamaan. Bagaikan sebuah epidemi, perkembangan korupsi telah
mencapai titik nadir, di mana aparat keamanan dan institusi penegak hukum pun hampir tidak
berdaya mengatasi bencana ini. Bukan hanya karena tidak tahu bagaimana mengatasinya, tetapi
terlebih karena lembaga-lembaga ini tidak terbebas dari tindak korupsi, walaupun lebih pada
tanggung jawab individu atau personal.

Lembaga Tranparency International (T1)* pada tahun 2015 merilis data Corruption
Perception Index (CPI) "dari 168 negara yang disurvei dengan hasil sebagai berikut: Negara
diperingkat teratas berturut-turut adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda
dan Norwegia. Sedangkan Negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan, Afganistan,
Somalia dan Korea Utara.® Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 168 negara dengan skor
CPI 36. Skor tersebut meningkat dua point dari tahun 2014 yang berada diperingkat ke 107.

3Muhamad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan. h. 227.
“Transparency International merupakan organisasi non-pemerintah yang membuat kajian berkala tentang korupsi
yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik ditingkat internasional. Setiap tahun lembaga ini menerbitkan
Corruption Perception Index (CPI) serta daftar perbandingan indeks korupsi di Negara-negara di seluruh dunia.
International, dalam: Borchert/Leitner/Stolz (Hrsg) Politische Korruption (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2000),
h.45-71,45)

S Lihat: http://www.transparency.org/cpi 2015 (diakses 29 November 2016)
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Tahun sebelumnya (2014) CPI Indonesia berada pada posisi 117 dari 175 negara dengan skor
34.°

Data di atas memperlihatkan adanya penurunan karena ada peningkatan point.” Tapi data
ini sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat negara yang sangat
korup padahal Indonesia terkenal dengan negara yang sangat religius. Ini merupakan fakta yang
memprihatinkan dan harus mendapat perhatian dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam
pencegahan dan pemberantasannya.

Korupsi bagaikan fenomena “gunung es” yang hanya nampak pada permukaan saja,
padahal telah merongrong sampai ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa tanpa
terkecuali. Salah satu upaya yang sementara dilakukan adalah “pendekatan moral dan karakter”,
yang sudah lama ditelantarkan dalam sistem pendidikan dan pembentukan moral warga negara
Indonesia. Aspek “agama, moral dan karakter” dihidupkan kembali, sebab tampaknya berbagai
pendekatan seperti hukum, politik dan kultural dianggap kurang menolong, sehingga “terminal”
terakhir yang diasumsikan sanggup untuk meminimalisasi korupsi adalah agama, moral dan
karakter.®

Mengapa pendekatan agama, moral dan karakter menjadi “terminal” terakhir? Karena
korupsi® dapat disebabkan oleh minimnya nilai moral pelaku korupsi dan sistem nilai yang
terdegradasi dalam masyarakat mengenai ‘baik dan buruk”, rendahnya “law enforcement” dan
komitmen penegak hukum,. tidak maksimalnya fungsi pengawasan internal di setiap instansi,
tergerusnya budaya malu (the shame culture), kurangnya keteladanan di kalangan para elit yang
terlanjur dipratoni oleh masyarakat, dan rendahnya pendapatan pekerja.*

Untuk itu Haryatmoko mengusulkan pentingnya membangun budaya etika dalam
organisasi ataupun negara, di mana sistem organisasi diubah dengan mengintergrasikan etika

publik ke dalam organisasi pelayanan publik. Standar etis dalam menilai sebuah organisasi atau

6 Matias Daven. Korupsi dan Demokrasi. Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan, Vol.15, No.1, Juni 2016
" Semakin besar nilai CPI yang dicapai suatu negara, semakin bersih negara tersebut dari korupsi.

8 Johanis Haba, Korupsi, Moralitas dan Karakter Beragama. Dalam Jurnal Teologi Sola Experientia, Vol.1,No.2,
Oktober 2013, h.106-107

® Kebiasaan masyarakat kita untuk mengucapkan terima kasih (berupa “oleh-oleh”, “sangu”, “kado”, “apel Malang
dan apel Washington” yang ditata secara santun atas nama resiprositas (reciprocity norm), yang beroperasi pada
lintas sektor pergaulan sosial. Satu sisi yang selalu terjadi adalah mengembalikan dalam bentuk cinderamata
sebesar/sejumlah modalitas yang diterima. Kebiasaan saling membalas budi mungkin dapat disandingkan dengan
budaya gotong royong, take and give..?

10 pendapat bahwa faktor pendapatan rendah turut mendorong terjadinya praktik korupsi tidak seluruhnya benar,
sebab berbagai bukti pengungkapan bahwa pelaku korupsi dalam skala besar dilakukan oleh pejabat/pengusaha yang
memiliki pendapatan besar, atau memiliki asset/kekayaan berlimpah.
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kebijakan publik mencakupi, antara lain: aspek tujuan, yaitu pelayanan publik yang berkualitas;
aspek sarana, yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan netralitas; dan aspek perilaku
individual seorang pejabat publik yang berintegritas.'! Alternatif solusi yang ditawarkan ini,
sangat tepat dan relevan, tetapi belumlah cukup karena sekalipun sistem sudah diubah dengan
standar etis dan orang-orang yang ditempatkan dalam sistem tersebut berintegritas tetapi kalau
oknum-oknum tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir alternatif dan representatif,
mereka akan mengikuti sistem secara tidak kritis dan cenderung untuk menjustifikasi diri dengan
argument bahwa mereka mengikuti sistem yang ada.

Menurut Yosef Keladu Koten solusi tersebut di atas mengabaikan salah satu aspek yang
sangat mendasar Yyaitu kemampuan orang-orang yang berada dalam sistem untuk berpikir kritis
dan menilai dari perspektif korban. Itulah sebabnya Koten menganjurkan untuk memperhatikan
teori etika politik Hannah Arendt yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan alternatif
yang disertai dengan kemampuan menilai representatif.*?

Dari uraian di atas, maka penulis berpendapat korupsi ada di mana-mana tanpa terkecuali.
Di dalam gereja pun dia ada dan harus dihadapai secara bersama dan komprehensip®3. Ini
membuktikan bahwa korupsi telah menjadi budaya manusia dan organisasi. Sebuah pernyataan
kritis teologis yang pernah diungkapkan oleh George Aditjondro, “...betulkah “stempel” ilahi
yang tersirat dalam simbol salib membebaskan gereja dari hal-hal yang sangat manusiawi, yang
melekat pada setiap organisasi bentukan manusia, termasuk kehausan akan kekuasaan, bahkan
korupsi..”** Ternyata ada-korelasi antara gereja sebagai organisasi ciptaan manusia, dengan
korupsi di dalam tubuh gereja sendiri serta sepinya suara gereja menentang pelanggaran HAM.
Sebagai organisasi ciptaan manusia, gereja tidak terlepas dari budaya korupsi. Hal ini
menurut George karena (a) lemahnya mekanisme kontrol di dalam organisasi gereja, (b)
keengganan warga gereja mempertanyakan asal-usul kekayaan fungsionaris gereja, terutama
pendeta, (c) kecenderungan warga gereja dan pimpian gereja untuk lebih mempersoalkan “dosa

susila” ketimbang “dosa sosial” para fungsionaris gereja. (d) godaan uang dari penguasa dimasa-

11 Haryatmoko, Etika Publik untuk Integritas Pejabat dan Politisi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), h.6;248
12 yosef Kodalu Koten, Banalitas KejahatanKorupsi dan Aktivitas Berpikir, dalam Jurnal Ledalero: Wacana Iman
dan Kebudayaan, Vol.15, No.1, Juni 2016, h.25-26

13 Kasus manipulasi bantuan jemaat-jemaat GKST untuk para korban tsunami di Aceh dan Nias dan bantuan untuk
korban bom di pasar Tentena, George J Aditjondro, Gereja, Korupsi dan Sepinya Suara Menentang Pelanggran
HAM, dalam “Gereja dan Penegakan HAM”. Kata Pengantar JB.Banawiratma, Ruddy Tindage dan Rainy MP
Hutabarat (Yogyakarta: Kanisius, 2008) h. 204-205

14 Gereja dan Penegakan HAM.



masa kampanye, serta (e) godaan Kkorporasi-korporasi besar, yang ingin menetralisir
kemungkinan oposisi masyarakat setempat, yang juga warga gereja, terhadap ekspansi korporasi-
korporasi.t®

Pertanyaan reflektif dan kesimpulan dari George di atas ini perlu dijawab atau paling
tidak direnungkan oleh gereja, apakah benar gereja yang adalah lembaga keagamaan yang
diharapkan dapat mengarahkan umat untuk hidup dalam etika Kristen dengan meneladani Yesus,
bebas dari korupsi? Selama ini gereja hanya sibuk melihat ke luar tetapi lupa untuk mencermati
ke dalam dirinya sendiri. Bahwa ternyata praktik korupsi juga ada dalam gereja, hanya saja kita
malu untuk mengakuinya.

Dalam Alkitab Perjanjian Lama, para nabi telah banyak memberikan perhatian bahkan
kritik tajam terhadap sistem pemerintahan dan kekuasaan yang tidak adil dan cenderung korup.
Nabi Amos misalnya, sangat mengecam ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh praktik
korupsi para penguasa serta istri-istrinya yang mabuk kemewahan dengan cara memeras rakyat
miskin yang semestinya harus dilindungi. Parapenguasa yang mabuk kemewahan itu oleh nabi
Amos diibaratkan sebagai lembu-lembu Basan yang tambun.

“Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang tinggal di gunung Samaria, yang memeras
orang lemah, yang menginjak .orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: bawalah
kemari, supaya kita minum-minum!.” (Amos 4:1-2)

Demikian juga dalam Perjanjian Baru, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai
permasalahan di sekitar korupsi.  Misalnya persoalan menaikkan pajak, menyalahgunakan
kekuasaan dan gejala perampasan hak rakyat untuk memperkaya diri; juga dilihat oleh Yohanes

Pembaptis seorang nabi.yang mempersiapkan kedatangan Yesus.

“Orang banyak bertanya kepadanya: “Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?”
Jawabnya: “Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaknya ia membaginya dengan yang
tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian”. Ada
datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertaya kepadanya: “Guru,
apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya: “Jangan menagih lebih banyak dari apa yang
telah ditentukan bagimu.” Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: “dan kami, apakah
yang harus kami perbuat?” Jawab Yohanes kepada mereka: “Jangan merampas dan jangan
memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu” (Lukas 3:10-12)

Dari kutipan ayat-ayat Alkitab di atas, dapat dilihat bahwa penyebab korupsi antara lain:
adanya pelaku-pelaku yang menyalahgunakan wewenang (menyimpang dari aturan atau norma

yang telah ditetapkan, melawan hukum) demi kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga

5George, J.Aditjondro, h. 214.



merugikan rakyat atau lembaga. Demikian juga bahwa akar korupsi adalah keserakahan dalam
diri para pemegang kekuasaan (pemimpin) yang berakibat pada kemiskinan, kesengsaraan atau

penderitaan dan merosotnya nilai-nilai kemanusian dan moral.

1.2. Permasalahan

Dari latarbelakang yang telah diuraikan di atas, nampak jelas bahwa korupsi merupakan
persoalan bersama karena telah memapar hampir semua lembaga, pemerintah, swasta dan
keumatan. Korupsi adalah persoalan multidimensi. Banyak sekali aspek yang terkait di
dalamnnya, terutama masalah hukum. Namun penulis akan melihat persoalan korupsi dari
perspektif moral-etika serta karakter.

Menurut Paulus Sugeng Widjaja, persoalan korupsi® bukanlah semata-mata persoalan
hukum dan uang. Korupsi pertama-tama dan yang utama adalah masalah moralitas, bahkan
masalah karakter. Korupsi dilakukan tanpa malu-malu di ruang publik merupakan bukti nyata
adanya persoalan serius dengan integritas moral:*®

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Priyono bahwa jantung dari persoalan
korupsi adalah masalah moral. Moral adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu
berhubungan dan berimplikasi pada institusi atau kelembagaan. Itulah sebabnya dari segi hukum,
seorang anggota DPR yang mencopet dompet temannya, tidak disebut korupsi. Tetapi ketika ia
menerima suap dari seorang pejabat untuk menyetujui anggaran dengan maksud agar dapat
diselewengkan, maka perbuatannya dikategorikan praktik korupsi. Kedua contoh di atas adalah
perbuatan melawan hukum, tetapi tidak semuanya dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.
Keduanya merupakan pencurian, bahkan dilakukan orang yang sama. Namun mengapa yang
pertama tidak disebut korupsi, sedangkan yang kedua disebut korupsi? Itu berarti hanya jenis
tertentu tindakan imoral dapat dikategorikan korupsi.’

Oleh sebab itu, penulis memanfaatkan kajian Widjaja tentang ‘nosi moral’ sebagai
perspektif untuk memetakan korupsi sebagai persoalan moralitas dan karakter. Dari perspektif
‘nosi moral’ akan nampak jelas bahwa elemen formal dari korupsi adalah kekuasaan dan

banalitas. Karena korupsi selalu berhubungan dengan kekuasaan dan jika ini sudah menjadi

16 Paulus Sugeng Widjaja, Kata Pengantar | “Orang Bijak Lebih Baik Daripada Orang Pintar dalam August
Corneles T Karundeng , “Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggungjawab Kristen dalam Konteks
Persoalan Korupsi di Indonesia” (Jakarta: Grafika Kreasindo, 2015) h.viii-ix

7B Herry Priyono,Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi, (Jakarta: GM Kompas Gramedia, 2018), h.451
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habitus dari mereka yang berkuasa maka korupsi akan dianggap sebagai sesuatu yang banal,
wajar, biasa dan tidak melanggar hukum. Bila ini menjadi kebiasaan maka kemudian akan
menjadi sikap etis-moral seseorang yang membentuk karakternya. Itulah sebabnya korupsi selalu
bersentuhan dengan kekuasaan dan institusi.*®

Berbicara tentang kekuasaan, sangat luas. Untuk itu penulis memanfaatkan teori
Stlickelberger yang melihat kekuasaan dari perspektif etika moral, sedang untuk banalitas,
penulis memanfaatkan teori Hannah Arendt tentang ‘berpikir kritis’. Dan untuk pendidikan
karakter, penulis memanfaatkan teori Doni Koesoema tentang pendidikan karakter.

Diharapkan dari diskursus teori yang akan dibahas dapat menghasilkan sebuah pendidikan
karakter yang dapat dikembangkan oleh gereja dalam upaya membentuk karakter kristiani yang
antikorupsi. Penulis yakin bahwa dengan karakter kristiani yang. kuat, maka seseorang dapat
terbebas dari praktik korupsi walaupun ia memiliki kekuasaan dan wewenang. Mengapa? karena
ia berpikir kritis berdasarkan nilai-nilai etika keutamaan kristiani yang kemudian akan
membentuk karakter sebagai seorang kristen.

Untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut di atas, maka penulis memakai definisi
Transparency International tentang. korupsi. Tl mendefinisikan korupsi sebagai
“penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan, untuk keuntungan diri sendiri” (the abuse of
entrusted power for private gain).*®

Sedangkan Kilitgaard. merumuskan ‘faktor penyebab korupsi dengan formulasi berikut:
C=M+D-A. (C= Corruption, M= Monopoly of power, D= Direction by official, A=
Accountability). Klitgaard mengelaborasi rumusannya dengan eksplikasi berikut: tatkala
monopoli kekuasaan dan-otoritas pejabat terlalu kuat, dan akuntabiltas dan wewenang untuk
menata rendah, maka terbuka peluang untuk terjadi penyelewengan. Lebih lanjut Klitgaard
menyodorkan sejumlah konsep bagaimana mencegah praktik korupsi, antara lain: memperbaiki
“reward and punishment system”, memperbaiki sistem audit dan pemeriksaan berkala,
membatasi wewenang pejabat penanggungjawab, peningkatan akuntabilitas dan mengurangi

kekuasaan monopoli, dan ketat dalam menyeleksi para pejabat.?°

18B.Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. h.451

PEtty Indriati. Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik. (Jakarta: Kompas Gramedia,
2014),h.5

2Robert Klitgaard. Membasmi Korupsi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.28
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Sebagai seorang yang concern pada studi mengenai korupsi, Stuckelberger merumuskan
definisi korupsi dengan mengacu pada pandangan/definisi dari Transparency International yang
menekankan bahwa: “Corruption is the abuse of entrusted power for private gain”. Dari definisi
ini, jelas sekali bahwa korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan
kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Demikian halnya, ia mengambil
beberapa contoh praktik korupsi dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru namun
tetap memakai dalil ini, bahwa penyebab dari semua korupsi adalah “penyalahgunaan
kekuasaan/kewenangan” yang diberikan Tuhan. Dalam penelitiannya, Stlckelberger
berkesimpulan bahwa yang sangat rentan terhadap praktik korupsi adalah para pemimpin atau
siapa saja yang diberikan kekuasaan: kepercayaan dan wewenang pada level manapun.?

Oleh sebab itu, Stlickelberger menandaskan, bahwa ada nilai-nilai etika dan kebajikan yang
harus dimiliki oleh para pemimpin sebagai upaya mengatasi korupsi dan tidak terjerumus dalam
penyalahgunaan kekuasaan. la menyarankan 3 hal penting untuk dapat mengatasi korupsi, yaitu:
Value, Virtue-based, Structural (code of conduct).?? Ketiga dasar tersebut harus berimplikasi
pada perilaku etis secara personal dan juga nilai kebajikan kelembagaan yang dapat diuji oleh
masyarakat dan lembaga hukum, agar setiap yang melakukan pelanggaran mendapat saksi secara
internal dan eksternal.

Stlickelberger kemudian.secara lebih detail menjelaskan bahwa nilai etika belumlah cukup,
harus ada “personal virtues” sebagai perilaku yang tidak hanya kuat orientasi pada nilai etika,
tetapi juga didasarkan pada kekuatan nilai kebajikan secara personal. Karena menurutnya,
kebajikan-kebajikan adalah nilai dasar dari sikap dan perilaku seseorang untuk dapat terbebas
dari praktik korupsi.

Selanjutnya, mengenai masalah moral dan etika yang telah disebutkan di atas, penulis juga
akan memanfaatkan teori Joseph Kotva Jr tentang ‘Virtues Ethics’ (etika kebajikan) yang
dikembangkan oleh Aristoteles. Prinsip virtue ethics menilai suatu perbuatan sebagai buruk (tak
boleh dilakukan) atau baik (boleh dilakukan) berdasarkan moral manusia, yang dianggap

memiliki kebajikan tertinggi.?® Teori ini berfokus pada karakter moral. Pandangan ini kemudian

ZChristoph Stiickelberger.Corruption-Free Churches are Possible. Experiences, Values, Solution. Geneva:
Globethics.net, 2010, h.148

22Christoph Stlickelberge, h.148

23Joseph Kotva Jr. The Christian Case for Virtue Ethics. (Washington DC: Georgetown University Press, 1996),
h.12-13



tidak hanya menjawab “apa yang harus saya lakukan” tetapi “saya harus menjadi orang seperti
apa”. Pendekatannya berupaya untuk memperlihatkan bahwa penilaian atau pertimbangan yang
baik berasal dari karakter yang baik. Menjadi seorang yang baik adalah bukan mengenai upaya
untuk mengikuti peraturan-peraturan formal.?*

Di Indonesia, praktik korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki
jabatan terhormat, politisi dan pejabat pemerintah yang biasa disebut koruptor “kerah putih”,
yang pada umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak memiliki
kemampuan untuk berpikir kritis, sehingga praktik korupsi yang mereka lakukan dianggap
sebagai sesuatu yang banal, biasa dan wajar saja.

Untuk persoalan itu, maka penulis memanfaatkan teori Hannah Arendt tentang ‘banalitas
kejahatan’. Inti dari teori ini adalah orang yang tidak berpikir bukanlah orang bodoh karena
orang bisa saja sangat pintar atau cerdas tetapi karena godaan untuk larut dalam tugas-tugas rutin
dan perilaku mekanistis, sehingga mereka tidak mampu berpikir kritis dan mandiri dan menilai
sesuatu secara komperhensif. Salah satu alasan yang sering dipakai oleh para koruptor untuk
membela diri adalah bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari sistem dan mereka
hanya mengikuti atau melaksanakan saja perintah..?®

Ternyata, orang yang tidak mampu berpikir adalah orang yang tidak menggunakan
kemampuan kritisnya untuk menguji atau memeriksa alasan-alasan di balik tindakannya. Contoh
kecil yang dapat membuktikan hal tersebut di atas, misalnya seorang polisi lalulintas menerima
suap dari seorang sopir yang tertangkap melanggar lalulintas. Sopir memilih menyogok polisi
karena tidak mau diproses dan polisi menerima uang tersebut. Semua alasan ini normal dan
masuk akal dan semua orang-berkecenderungan untuk melakukannya kalau berada dalam situasi
yang sama. Tampaknya, sogok menyogok merupakan hal yang biasa, normal atau banal dan
bahkan dianggap sebagai suatu keharusan.

Kasus di atas, hanyalah sekedar contoh orang yang mengikuti kebiasaan masyarakat.
Mereka bukan orang jahat, tetapi orang yang tidak Kkritis dan mengikuti saja apa yang
dipraktikkan oleh orang lain.?® Akibatnya, korupsi dianggap biasa dan orang tidak lagi merasa

bersalah terlibat dalam tindakan tersebut.

24 "Précis of Whose Justice? Which Rationality?" in Maclntyre Reader, ed. Kelvin Knight (Notre Dame, IN:
University of Notre Dame Press, 1998) h.107.

% Eko Wijayanto, Banalitas Kejahatan Korupsi, dalam Kompas, 17 Juni 2005

%Josep Keladu Kloten, h.32


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karakter_moral&action=edit&redlink=1

Menurut penulis dalam upaya pembentukan sikap, perilaku dan karakter antikorupsi
diperlukan pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter, seseorang mengalami
proses pembentukan karakter, karena karakter tidak hanya berasal dari faktor keturunan dan
lingkungan yang membentuk (given), namun juga karakter sebuah penghendakan (willed).?” Jadi
melalui pendidikan karakter itu, karakter seseorang dibentuk dan dikembangkan secara terus
menerus dan konsisten. Karakter yang terbentuk ini akan memunculkan sikap dan perilaku yang
baik. Dengan membentuk karakter antikorupsi akan memunculkan sikap dan perilaku yang
menjauhi dan melawan praktik korupsi.

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka penulis memanfaatkan teori pendidikan
karakter Albertus yang bersumber dari Lickona di mana jiwa dari pendidikan karakter adalah
keutamaan. Keutamaan terdiri dari pengetahuan tentang yang baik.(knowing the good), tindakan
yang baik (doing the good) dan unsur motivasi internal-<dalam melakukan yang baik (loving the
good); ketiga bagian ini terwujud dalam karakter.

Selain itu proses pembentukan karakter perlu memperhatikan tiga pengembangan literasi
moral Tuana yaitu peka persoalan moral (ethic sensitivity), keterampilan penalaran (ethical
reasoning skill) dan imajinasi moral (moral imagination). Dengan demikian teori pendidikan
karakter Albertus dibangun dari sintesa tiga pemikiran yaitu dari pendekatan Lickona, praksis
pengembangan habits ala Aristoteles dan tiga literasi Tuana.?®

Teori-teori di atas akan dipakai sebagai “pisau bedah” untuk mengkritisi teori Klitgaard
yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan karena dominasi kekuasaan dan kuatnya otoritas
pejabat serta kurang pengawasan. Apakah penyalahgunaan kekuasaan disebabkan faktor-faktor
tersebut di atas, ataukah disebabkan kegagalan dalam menetapkan nosi moral tentang korupsi
sehingga orang tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan adalah korupsi? Kajian Stlckelberger
dan Joseph Kotva Jr tentang ‘Virtues Ethics’, juga berpikir kritis Arendt serta pendidikan
karakter Koesoema akan dielaborasi sedemikian rupa sehingga dapat membentuk sebuah
konstruksi pendidikan karakter kristiani yang kuat.

Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi yang akan dihasilkan tidak dapat memberantas
dan menghilangkan korupsi secara sistemik, namun setidaknya karakter kristiani ini dapat
menjadi sumbangan gereja bagi upaya untuk melawan korupsi di kalangan gereja dan lembaga-

2’Doni Koesoema Albertus, Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh. (Yogyakarta: Kanisius, 2012,h.55
2Doni Koesoema Albertus, h.170
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lembaga keumatan. Penulis optimis bahwa jika nilai-nilai etika keutamaan yang disertai berpikir
kritis terinternalisasi pada diri seseorang maka ia tidak akan melakukan korupsi meskipun ia
mendapat kuasa dan wewenang.

Dengan demikina, value dan virtues Kkristiani disertai berpikir Kkritis dan representatif dapat
membantu kita mengambil jarak dari orang-orang jahat dan juga dari sistem yang tidak sehat,
namun dibutuhkan penalaran dan penetapan standar moral etis yang benar sehingga dapat
menghasilkan tindakan (karakter) yang antikorupsi.

Hal ini perlu dilakukan, dilaksanakan secara terus menerus, teratur dan konsisten dalam
kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pembiasaan (habitus) dan menjadi bagian, serta pola
hidup yaitu sebuah karakter. Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles
bahwa membentuk identitas tidak dapat terjadi semata-mata karena pengetahuan yang dimiliki,
tetapi karena orang tersebut melakukan dan melaksanakan apa yang diketahuinya secara
konsisten dan teratur sehingga menjadi pola bagi hidupnya.?°

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan menfokuskan
penelitian ini dengan judul KORUPSI: Tinjauan Teologis-Etis Mengenai Korupsi dan
Implikasinya bagi Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi.

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi gereja untuk melihat dan
memahami sampai sejaunmana dampak dan pengaruh korupsi dalam kehidupan masyarakat dan
warga gereja serta apa yang dapat dibuat oleh Gereja sebagai lembaga yang diharapkan

membentuk karakter kristiani yang antikorupsi.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka nampak jelas
bagaimana korupsi telah menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. la tidak hanya melanda
institusi pemerintahan tetapi juga menyeruak ke dalam lembaga-lembaga, keagamaan termasuk
gereja. Oleh sebab itu, maka penulis merumuskan pertanyaan yang akan dijawab melalui
penelitian kualitatif dan literatur sebagai berikut:
1. Bagaimana memahami dan menganalisis persoalan korupsi dari sudut pandang nosi moral

dan virtue ethics, khususnya terkait dengan tema kekuasaan dan banalitas kejahatan.

2Doni Koesoema Albertus, h.166
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2. Bagaimana membangun teori Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi berdasarkan
diskursus teologi di atas yang dapat dipakai oleh gereja sebagai bentuk partisipasinya

melawan korupsi.

1.4. Kajian Teoritis

Seperti yang dikatakan penulis di awal, bahwa berbicara tentang korupsi banyak sekali
dimensi yang terkait di dalamnya. Namun untuk kepentingan penelitian ini, maka penulis akan
memanfaatkan tiga teori untuk membangun konsep baru dalam pembentukan karakter Kristiani
antikorupsi sebagai salah satu cara bagi gereja untuk memetakan dan mengurangi praktik korupsi
yang terjadi dalam gereja dan masyarakat. Ketiga teori itu akan di diskursuskan/didialogkan oleh
penulis untuk kemudian menemukan apa masalah yang dapat dirumuskan sehingga dapat diteliti
dan menjadi sesuatu yang dapat disumbangkan bagi upaya mengurangi dan memerangi korupsi.
Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk dapat menjawab semua persoalan tentang korupsi apalagi
untuk menghilangkannya, namun setidaknya dapat menjadi kontribusi bagi pelayanan gereja
dalam upayanya membentuk karakter kristiani antikorupsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

melalui bagan/skema di bawah ini:

KEKUASAAN
Stuckelberoer

PENDIDIKAN KARAKTER
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
KARAKTER
Widjaja [ Priyc Doni Kogsoema

BANALITAS

Hannah Arendt
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1.4.1.Perspektif Nosi Moral*°

Sebagai upaya untuk memahami masalah korupsi, Widjaja menawarkan transformasi
internal (moral) yang disebutnya “moral notions”. Starting point analisis ini adalah elemen-
elemen formal dari moralitas. Sebagai contoh, kita menyebut sebuah benda adalah “meja”, bukan
karena kita memiliki nosi3! tentang bagian-bagian yang membentuk sebuah meja (bahan,
ukuran, model, dsb) melainkan karena kita memahami nosi tentang elemen-elemen formal yang
menjadikannya sebagai meja, yaitu fungsinya untuk makan atau meletakkan barang.®2

Menurut Widjaja, penting untuk mendefinisikan dengan jelas elemen-elemen formal apa
yang membuat sebuah tindakan bisa disebut sebagai korupsi, sehingga para pelaku korupsi tidak
berkelit dengan mengklaim bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sebuah korupsi tapi sesuatu
yang lain. Dibutuhkan analisis untuk menetapkan elemen-elemen.formal apa yang membuat
benda disebut “meja” (korupsi) yang memang amoral, sedangkan benda lain disebut “bangku”
(take and give) yang bisa saja dianggap tidak amoral. " Hal ini- dimaksudkan, jika kemudian
pelaku korupsi mengatakan bahwa benda yang dia ambil adalah bangku dan bukan meja, maka
kita bisa memberikan penilaian moral.*?

Oleh sebab itu, korupsi bisa saja dipandang sebagai sesuatu yang bisa saja bahkan tidak
salah, tergantung dari bahasa publiknya. Nosi moral sangat ditentukan oleh norma-norma umum
yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Bisa saja praktik yang kita sebut
dan kategorikan sebagai-~sebuah tindakan korupsi (kita sebut meja), di tempat lain atau
masyarakat tertentu menyebutnya itu hal yang biasa dan bukan pelanggaran (mereka menyebut
kursi). Nosi moral dihasilkan-dari pengalaman konkrit dalam kehidupan bersama dalam sebuah
masyarakat dan bukan penalaran abstrak yang dilakukan oleh seorang individu.

Dengan demikian, pengalaman yang menghasilkan nosi moral itu lahir dari sebuah

kesadaran bersama. Tetapi perlu diingat, bahwa nosi-nosi moral pada hakikatnya ikut

30Teori ini diperkenalkan olehStanley Hauerwas yang kemudian dikembangkan oleh Paulus Widjaja dalam
memetaan persoalan korupsi khususnya dalam konteks Indonesia. Utuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam buku
Vision and Virtue; Essays in Christian Ethical Reflection (Notre Dame: Fides Publisher, 1974),

31 Nosi adalah arti gramatikal. Arti yang dimaksud di sini bukanlah arti menurut kamus melainkan arti menurut tata
bahasa. Contoh Nosi: 1. Satu (sebuah, sehari, sekelompok, sebatang, seorang), 2. Seluruh (se-Indonesia, sekampung,
sedunia), 3. Setelah (sesampai, seusai, sekembali, sepulang).

32 Paulus Sugeng Widjaja, “Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal” di dalam bunga rampai hasil seminar
dalam rangka jubelium (50 tahun) UKDW yang disunting oleh Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), Malunya
Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan
Universitas Duta Wacana, 2012), h. 24-25

3Paulus Sugeng Widjaja, h.26
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membentuk karakter seseorang dan pada gilirannya menjadi orientasi moral yang mendorong
kita melakukan tindakan tertentu. Oleh sebab itu, menurut Widjaja, seorang yang melakukan
tindakan (action) korupsi harus bertanggungjawab secara personal, karena dia melakukan

berdasarkan intentional action. “tindakan dengan maksud tertentu”.

1.4.2. Kekuasaan

Penulis memanfaatkan kajian Stuckelberger mengenai kekuasaan. la memanfaatkan
definisi korupsi dari Transparency International: “Corruption is the abuse of entrusted power for
private gain”. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan kepercayaan
yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Stlickelberger konsisten memakai definisi ini dalam
membahas korupsi, baik yang terjadi dalam lembaga pemerintah dan juga swasta, bahwa
penyebab dari semua korupsi adalah “penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan” yang diberikan
Tuhan.

Hal ini sejalan dengan apa yang sebut<oleh Hans Ruedi Waber, dalam bukunya yang
berjudul “Power”, bahwa dalam tradisi Rajani, Allah mendelegasikan sebagian kekuasaannya
kepada raja-raja, misalnya Saul adalah raja pertama yang diurapi oleh Allah, namun kemudian
Allah menyesal karena Saul tidak mematuhi hukum perang suci. la mengambil untuk dirinya
sendiri bagian-bagian terbaik dari harta. rampasan itu. “Aku menyesal, karena Aku telah
menjadikan Saul raja, sebab.ia telah berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firmanKu”
(1 Sam.15:10 dyb). Menurut Weber, bahwa ternyata pendelegasian kekuasaan oleh Allah kepada
raja Saul dipakai untuk kepentingan pribadi. Inilah cikal bakal korupsi oleh penguasa dalam
Alkitab. Kekuasaan dipakai” sebagai “tangan” untuk mengeruk keuntungan pribadi dan
kelompok.®*

Dalam penelitiannya, Stiickelberger membedakan konsep dan praktik korupsi dalam dua
bagian yaitu: “the corruption of poverty (petty corruption)” yang dilakukan dalam skala kecil
disebabkan karena kemiskinan dan “the corruption of power (grand corruption)” yang

didasarkan pada keserakahan dengan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri.

34 Hans Ruedi Weber, Power. World Council of Churches (WCC, 1989).Buku ini mencoba menjelaskan 3 hal besar:
pertama, bagaimana tradisi iman Alkitabiah tentang kuasa itu muncul dan bagaimana peranan Allah. Kedua, diskusi
atas penegasan-penegasan pokok tentang peranan Kristus di dalam tradisi dan interaksi kekuasaan. Ketiga,
bagaimana kekuasaan Allah didelegasikan kepada manusia. Buku ini didedikasikan kepada WCC, Dewan Gereja-
gereja se-Dunia.
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Stlickelberger melihat bahwa grand korupsi inilah yang terjadi secara masif, termasuk
korupsi politik, berhubungan dengan kebijakan, lembaga dan peraturan-peraturan serta
pengadaan barang yang didasarkan pada suap. la juga menekankan adanya korupsi abu-abu (grey
corruption) dalam bentuk yang kita kenal dengan istilah dalam Orde Baru KKN: Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme. Stiickelberger mengkategorikan kolusi dan nepotisme adalah salah satu bentuk
dari korupsi (grey corruption).®®

Stiickelberger menunjukkan adanya fakta yang ditemukan di beberapa gereja yang
jumlah jemaatnya banyak, pemimpinnya terindikasi menerima suap karena kepentingan politik
dalam kampaye dan pengambilan keputusan serta peraturan, yang baginya merusak tatanan,
struktur dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah lembaga yang kemudian secara sistemik
berdampak pada individu dan komunitas termasuk gereja.

Stiickelberger membuktikan bahwa dampak terbesar dari praktik korupsi adalah orang
kecil, orang miskin dan terjadi pemiskinan secara materi, moral dan spiritual. Kemiskinan
struktural terjadi, di mana orang miskin dan orang lemah tidak memiliki akses untuk
berpartsipasi dalam pengambilan kebijakan sehingga mereka selalu menjadi korban. Artinya jika
praktik seperti ini dibiarkan, bisa menjadi sebuah nilai kebenaran dan dianggap sesuatu yang
wajar. Pada tataran inilah, harus ada referensi dasar untuk menilai semuanya itu. Di sinilah peran
dari pemimpin; apa nilai religiositas dan etika yang dipakai oleh pemimpin sangat menentukan
atmosfir lembaga yang dipimpinnya, membebaskannya dari korupsi atau korupsi merajalela.

Stlickelberger mengkaji pentingnya religiositas dan etika untuk mengatasi serta melawan
korupsi yang semakin masif dan terstruktur terjadi melanda hampir semua lembaga, termasuk
gereja. Religiositas (sikap-keberagamaan) dan etika individu dan komunitas dapat menjadi
kekuatan kolektif untuk mengatasi korupsi. Itulah sebabnya, ia menekankan bahwa religiositas
dan etika menjadi dasar atau fondasi untuk melawan korupsi.*®

Pada tataran inilah, maka peranan para pemimpin gereja sebagai seorang yang diberi
kuasa dan kewenangan sangat dibutuhkan. Nilai-nilai apa yang dianut oleh pemimpin,
berpengaruh pada leadership dan kebijakan serta keputusan yang di ambil. Ini kemudian yang

akan membentuk karakter dari jemaat atau gereja yang dia pimpin.

35Christoph Stiickelberger.Corruption-Free Churches are Possible: Experiences, Values, Solution. h.148
3%Christoph Stiickelberger, h.150-151
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1.4.3. Banalitas Kejahatan-Berpikir Kritis

Hannah Arendt adalah orang yang memperkenalkan frase ‘“banalitas kejahatan” ketika
menganalisis tentang Adolf Eichmann, salah seorang tokoh kunci dalam proses deportasi orang-
orang Yahudi dari kota-kota Jerman dan Negara sekitarnya ke kamp konsentrasi Auzschwitz
selama perang Dunia 11.%’

Dalam penelitiannya, Arendt menujukkan bahwa Eichmann adalah contoh orang yang
tercerabut dari individualitasnya sebagai seorang pribadi yang bebas dan mampu berpikir.
Eichmann tampak sebagai seorang pribadi yang normal, namun kenyataannya bahwa dia tidak
mempunyai kemampuan berpikir atau memahami. Dia adalah manusia biasa, tetapi
ketidakmampuan berpikir kritis telah menjadikannya seorang penjahat menakutkan.®

Eichmann dianggap tidak mampu berikir kritis dan"tidak memiliki imaginasi, sebuah
kemampuan untuk merefleksikan dan merenungkan tindakan, serta membayangkan akibat-akibat
dari tindakannya. Dalam hal ini, pelaku kejahatan seperti Eichmann adalah seorang “hollow man,
‘emptiet or whatever it is that distinguishes human beings as human’ dan the consequences of a
hollow mans’s act is called banality, the sheer mechanical thoughtlessness.” Dari sini dapat
dikatakan bahwa jika seseorang berpikir kritis_dan menilai tindakannya dari perspektif korban,
maka kejahatan seperti yang dilakukan oleh Eichmann dapat dihindari.

Hal ini dapat dianalogikan, bahwa ketidakmampuan berpikir dan kegagalan menilai telah
membutakan hati nurani seorang koruptor untuk merefleksikan diri secara jujur dan mengakui
kesalahannya sendiri.?® Keluguan, penampilan yang polos, raut wajah yang bersahaja tetapi
melakukan kejahatan kemanusiaan seperti yang ditunjukkan oleh Eichmann dengan menganggap

apa yang dia lakukan adalah-hal yang biasa dan tidak dapat dihindari, inilah yang disebut oleh

37 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: Viking Press, 1963) hal.
25

38 Arendt menulis tentang Eichmann sebagai berikut: However monstrous the deeds were, the doer was neither
monstrous no demonic, and the only specific characteristic one could detect in his past as well as ini his behavior
during the trial and the preceding police examination was something entirely negative it was not stupidity but a
curious, quite authentic inability to think”, h.159

% Berel Lang, Hannah Arendt and the Politics of evil, dalam Judaism, Vol 37.No.3, 1988, h.269

40 Penulis membanyangkan apakah ini juga yang terjadi pada diri Jessica Kumala Wongso yang tersangkut dugaan
pembunuhan Wayan Mirna yang adalah kawannya sendiri. Memang ini perlu pendalaman bahkan penelitian lebih
serius. Tapi ini bisa menjadi salah satu cara untuk melihat fenomena kejahatan yang semakin tidak terkontrol akhir-
akhir ini, termasuk korupsi.
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Arendt, sebagai frase banalitas kejahatan. Sebuah situasi di mana kejahatan tidak lagi dirasa

sebagai sesuatu yang salah, tetapi sebaliknya sebagai suatu yang biasa-biasa saja atau wajar.**
Penelitian Arendt tertuang dalam buku The Origin of Totalitarianisme, sebagai sebuah

upaya pemahaman (comprehension), yang dimengerti sebagai “unpremeditated, attentive facing

up to, and resisting of, reality-whatever it may be.**2

1.4.4. Pendidikan Karakter

Untuk kepentingan penulisan dan penelitian disertasi ini, penulis memilih teori
pendidikan karakter Doni Koesoema Albertus. Alasan utama pemilihan teori pendidikan karakter
ini, karena Albertus memulainya dari dalam diri individu yaitu dari keutamaan seseorang, bukan
nilai dari luar yang ditanamkan pada diri seseorang.*®

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa teori pendidikan karakter dari Albertus
adalah bersumber dari Lickona di mana jiwa dari pendidikan karakter adalah keutamaan.
Keutamaan terdiri dari pengetahuan tentang yang baik (knowing the good), tindakan yang baik
(doing the good) dan unsur motivasi internal dalam melakukan yang baik (loving the good);
ketiga bagian ini terwujud dalam karakter. Oleh sebab itu, karakter, pertama berasal dari
pengembangan otak manusia yang baik, memahami dan mengolah informasi dan memaknai
realitas di dalam dan di luar dirinya. Kedua, mengembangkan tindakan yang bermakna (tangan
dan kaki). Ketiga, menumbuhkan rasa nyaman, cinta, indah, mantap dalam hati, karena apa yang
dilakukannya itu bermakna dan membuatnya bahagia (hati). Dengan kata lain, dalam karakter
ada unsur otak (pikiran), tindakan (kaki dan tangan) dan keindahan atau kebahagiaan (hati).
Pengetahuan moral, tindakan™ moral dan perasaan moral tidak terpisahkan, namun saling
mempengaruhi dengan beragam cara.**

Ketiga pemikiran di atas menjadi landasan bagi pembentukan teori karakter Albertus
yang disebut dengan rasionale atau langkah-langkah dalam membangun teori pendidikan
karakter. Jadi proses pembentukan pendidikan karakter melalui enam langkah (rasionale), dapat

menghasilkan pribadi berkeutamaan (berkarakter) dalam hal ini berkarakter antikorupsi. Enam

41 Yosef Keladu, h.30

42 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, (New York: A Harvest Book and Hartcourt Inc., 1951), h.viii.
4Freire, Paulo, Pendidikan Kaum Tertindas. (Jakarta: LP3ES), h.53

4|_ickona, Thomas. Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter. (Jakarta: Bumi Aksara), 2009.
h.84-85
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langkah rasionale tersebut adalah pertama, fokus pada nilai/keutamaan. Kedua, tujuan pada
pembentukan karakter. Ketiga, perilaku yang diharapkan. Keempat, ruang bagi tindakan. Kelima,

penilaian/evaluasi. Keenam, refleksi.*

1.5.Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
secara umum adalah untuk merumuskan dan mengembangkan sikap etis yang benar dan
bertanggungjawab dalam rangka pembentukan karakter kristiani yang akan menghasilkan
tindakan etika-moral antikorupsi. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan pendidikan karakter Kristiani antikorupsi yang dapat dijadikan oleh gereja

sebagai upaya bersama untuk melawan dan mengatasi korupsi.

1.6. Metodologi Penelitian dan Penulisan

Untuk mencapai tujuan dari penelitian<ini, maka penulis memakai metode penelitian
kualitatif : (dengan unsur-unsur kuantitatif jika diperlukan misalnya melalui angket), penentuan
sampel, membuat alat penelitian yang ditarik dari teori yang dipakai.“®Penelitian kualitatif"
adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.
Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan
teori dimanfaatkan sebagai.pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
Selain itu landasan teori-juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara
peran landasan teori dalam-penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian
kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau
penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak
dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu
“teori”. 4’

Mengapa metodologi penelitian kualitatif yang dipilih oleh penulis, karena penelitian ini
akan menjabarkan suatu fenomena, yaitu korupsi yang terjadi di semua ranah, pemerintahan,

organisasi swasta bahkan dalam gereja. Wawancara akan dilakukan untuk mencari informasi dan

4Doni Koesoema Albertus, h.170-173
46 J.B.Banawiratma, Silabus Metode Penelitian Lintas llmu, Semester Gasal 2016, UKDW Program PPsT, S-3
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konfirmasi, khusus pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ICW (Indonesia Corruption
Watch) dan PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia). KPK mewakili pemerintah sebagai
lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi. ICW mewakili lembaga
masyarakat yang selalu memantau dan mengkritisi kinerja serta memberi masukan kepada
pemerintah dan juga KPK dalam menjalankan tugasnya. PGI mewakili lembaga keagamaan
(gereja) yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter Kkristiani yang anti
korupsi.

Untuk mempertajam data yang dibutuhkan, maka penulis juga mengumpulkan data-data
dari sumber literatur terkait dan memilih untuk selanjutnya menganalisa. Bahan-bahan pustaka
berupa buku-buku, jurnal, majalah, internet, maupun sumber pustaka lain yang relevan dengan
permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya penelitian akan lebih difokuskan pada faktor-
faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberatasan korupsi dan faktor-faktor apa saja

yang menjadi potensi untuk merancang bangun pendidikan karakter kristiani antikorupsi.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB | : Pendahuluan
Dalam Bab ini akan di paparkan mengenai Latarbelakang, Permasalahan, Rumusan Masalah,
Teori-teori yang digunakan, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar
Kepustakaan.
BAB Il: KORUPSI: 'POLA, AKAR DAN DAMPAK SERTA UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN
Dalam Bab ini akan di uraikan mengenai korupsi dengan segala dimensi yang terkait di
dalamnya dan juga upaya pemberantasan serta pencegahan yang telah dilakukan oleh lembaga-
lembaga berwenang serta dampak destruktif yang ditimbulkannya. Pembahasan dalam bab ini,
akan memanfaatkan kajian antropologis, sosiologis untuk memetakan dan memahami persoalan
korupsi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan juga tetap ada sampai sekarang sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan negara. Selain itu, bab ini juga akan membahas langkah-langkah
dan strategi penanganan korupsi yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah, terutama
lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta lembaga keumatan, termasuk gereja, dalam hal ini
PGI.
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BAB I11: PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN SEBAGAI AKAR KORUPSI

Dalam bab ini akan dibahas dua pokok, yang pertama mengenai korupsi sebagai penyalahgunaan
kekuasaan sebagai akar korupsi. Untuk itu, maka teori banalitas kejahatan Hannah Arendt akan
dipaparkan dengan penekanan pada berpikir kritis dan juga kajian Stuckelberger mengenai
penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Pada bagian kedua, akan di gambarkan korupsi
sebagai penyalahgunaan kekuasaan dari perspektif biblis dengan mengacu pada kritik nabi Amos
tentang ketidakadilan sosial yang diakibatkan perbuatan korupsi dari para pemimpin, juga

pembahasan nilai-nilai antikorupsi dalam Alkitab yang dapat dipakai dalam melawan korupsi.

BAB IV: KORUPSI SEBAGAI PERSOALAN MORAL-ETIKA

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang nosi moral dan virtue ethics sebagai dimensi utama
untuk menilai tindakan korupsi sebagai sebuah pelanggaran moral dan etika, khususnya etika
Kristen. Dari kajian ini akan diperlihatkan bahwa dart perspektif moralitas, praktik korupsi, tidak
hanya merupakan penyalahgunaan kekuasaan melainkan terlebih merupakan penghianatan

terhadap etika Kristen.

BAB V: PENDIDIKAN KARAKTER KRISTIANI ANTIKORUPSI

Sebagai bab yang menjadic tujuan akhir dari penelitian ini, akan digambarkan secara
komprehensip tentang pendidikan karakter secara umum dan juga pendidikan kristiani sebagai
sebuah upaya untuk membentuk karakter antikorupsi. Pada bagian akhir, penulis akan
memperlihatkan bagaimana.Pendidikan karakter kristiani antikorupsi yang didasarkan pada iman

Kristen sebagai salah satu cara bagi gereja untuk melawan dan mengatasi korupsi.

BAB VI : PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diupayakan oleh penulis
dan juga akan dirumuskan beberapa rekomendasi serta refleksi penulis yang dapat menjadi bahan
bagi gereja untuk merumuskan langkah strategis Pendidikan karakter kristiani antikorupsi yang

berbasis pada keluarga, gereja dan masyarakat.
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BAB VI
PENUTUP DAN KESIMPULAN

Pada bagian penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang menjadi rangkuman
dari bab 1 sampai dengan bab 5, dan juga beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi
gereja dan lembaga kristiani dalam melawan korupsi dan juga bagaimana membangun karakter

kristiani antikorupsi.

6.1. Kesimpulan

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang multidimensi, karena sudah memapar
hampir seluruh lembaga yang ada di negara ini. Lembaga pemerintahan (eksekutif) dan lembaga
perwakilan rakyat (legislatif) menjadi tempat yang paling subur terjadinya korupsi. Demikian
juga dengan lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan juga kehakiman, tidak terbebas
dari praktik korupsi, termasuk lembaga-lembaga keumatan.

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya realita bahwa korupsi tidak hanya dilakukan
oleh satu dua orang, tetapi ada korupsi‘yang dilakukan secara “berjamaah”, seperti yang terjadi
di DPRD Kota Malang yang melibatkan hampir seluruh anggota DPRD. Ditambah lagi
lemahnya penegakan hukum yang tidak memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi, membuat
korupsi semakin marak dan.masif terjadi di mana-mana.

Hasil pengamatan penulis, ternyata di Indonesia korupsi dilakukan oleh orang-orang yang
berpendidikan tinggi dan. bahkan pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan dan wewenang.
Artinya, korupsi dilakukan-oleh orang-orang terhormat dan berdasi yang sebenarnya diharapkan
memiliki moral dan etika serta karakter yang baik. Ternyata pendidikan dan jabatan seseorang,
tidak berbanding lurus dengan etika/moral dan karakter yang dimilikinya. Kita membayangkan,
orang berpendidikan, pasti memiliki karakter yang baik serta etika dan moralitas yang baik pula.
Ternyata tidak demikian!

Korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah banalitas kejahatan. Korupsi tidak lagi
dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena
telah terjadi proses “social learning” dan juga banyak pejabat yang tidak berpikir kritis sebelum

mengambil keputusan, sehingga tindakannya tidak mempertimbangkan konsekuensi logis yang

214



harus diterimannya, terlebih tindakan korupsi yang dilakukan merugikan orang lain dan
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Dari penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, ternyata korupsi tidak semata-mata
berhubungan dengan hukum, melainkan sangat bersentuhan dengan persoalan moral dan etika
serta karakter. Karena hukum berorientasi dan menakar “salah dan benar”, tetapi moral-etika dan
karakter, berorientasi pada “wajar dan wajib”, apa yang seharusnya dilakukan seseorang. Dan
jika dikonstruksikan pada persoalan korupsi, maka banyak orang yang akan mencari legitimasi
secara hukum tentang “alasan” yang dapat membenarkan tindakan korupsinya. Tetapi dari sudut
moral-etika dan karakter, korupsi adalah tindakan yang tidak baik, tidak wajar dan tidak
seharusnya dilakukan, karena telah merampas hak orang lain dan melanggar nilai keadilan,
kebenaran.

Telah banyak dilakukan program pencegahan. dan pemberantasan korupsi oleh
pemerintah dan juga lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, namun korupsi tetap berjalan
terus. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia
dan telah bekerja secara maksimal menjerat dan menghukum para koruptor. Namun kehadiran
KPK tidak menurunkan angka korupsi; malah semakin bertambah. Di sini membuktikan bahwa
persoalan korupsi tidak semata-mata menjadi persoalan hukum. Dibutuhkan kerjasama semua
pihak, termasuk gereja untuk berpartisipasi mengatasi persoalan korupsi, melalui pembentukan
karakter antikorupsi.

Pendidikan karakter merupakan kebutuhan mendasar di Indonesia. Karena melalui
Pendidikan karakter akan terbentuk pribadi-pribadi yang berkeutamaan, yang tidak hanya dapat
membedakan mana-yang-baik melainkan melakukan yang baik dan benar sesuai dengan
hakekatnya sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Pendidikan karakter
adalah bagian dari pendidikan kristiani, yang didalamnya nilai-nilai virtue ethics menjadi nilai
utama dalam karakter kristiani sesuai dengan ajaran Kristus.

Melalui pendidikan karakter kristiani diharapkan orang-orang percaya memiliki karakter
antikorupsi. Memiliki karakter antikorupsi, tidak akan melakukan korupsi bukan supaya
mendapat reward atau bukan karena takut dihukum, tetapi karena korupsi adalah perbuatan yang
tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang percaya kepada Kristus. Seseorang yang

memiliki karakter antikorupsi, tidak akan melakukan korupsi meskipun ia memiliki kekuasaan
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dan kewenangan, karena baginya korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan
penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan.

Penulis berkenyakinan bahwa pendidikan kristiani merupakan sarana yang sangat tepat
dalam pembentukan karakter antikorupsi. Karena tujuan dari pendidikan Kkristiani adalah
membentuk karakter yang berkeutamaan berdasarkan nilai-nilai dan tradisi Alkitab dengan
mengacu pada ajaran, sikap dan karakter Yesus yang sangat menekankan keadilan dan

kebenaran.

6.2. Saran

- Lembaga pendidikan sebagai lembaga yang bertanggungjawab bagi pembentukan
kecerdasan intelektual sekaligus juga pembentuk karakter, sehingga keberadaan
lembaga pendidikan tidak hanya mencetak orang-orang cerdas dan pintar tetapi juga
yang matang secara moral dan etika.

- Gereja sebagai komunitas dan lembaga pembinaan umat tidak hanya menjadi tempat
mengajarkan dan menghafal dogma dan nilai serta tradisi iman berdasarkan AlKitab,
melainkan juga mendidik komunitas yang mampu berteologi secara dialektis, reflektif
dan dialogis dengan persoalan dan isu-isu sosial agar gereja dapat berkontribusi bagi
terjadi transformasi sosial “dalam  masyarakat. Pendidikan Karakter Kristiani
Antikorupsi terkonstruksi dari: komunitas yang terdiri dari individu-individu yang
memiliki kematangan spiritual dan berpikir kritis serta berani berefleksi secara
teologis-etis untuk menjawab persoalan-persoalan sosial termasuk korupsi.

- Keluarga sebagai-unit terkecil dalam masyarakat menjadi tempat yang tepat dan
sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai dasar serta personal virtues sejak usia
dini. Peranan orang tua sangat penting, tidak hanya memberi contoh tetapi harus
menjadi contoh bagi sikap jujur, adil, benar, transparan dan kerja keras serta
bertanggungjawab. Agar keluarga berperan aktif dalam pembentukan karakter
antikorupsi bagi generasi penerus yang tidak akan melakukan korupsi walau diberi
jabatan dan wewenang serta kekuasaan, bukan karena takut dihukum, melainkan
karena korupsi adalah tindakan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai

kejujuran dan kebenaran.
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- Pemimpin Gereja/lUmat hendaknya menjadi contoh dalam penyelenggaran
administrasi dan management yang transparan dan akuntabel serta pemberdayaan
sumber daya agar tercipta sinergi kolektif dalam menjalankan tugas pelayanan
bersama. Karena irama etika dalam lembaga ditentukan oleh pemimpinnya.

6.3. Rekomendasi untuk gereja:
- Membuat dan menerbitkan buku saku antikorupsi dan juga modul-modul pembelajaran
praktis antikorupsi yang kontekstual untuk semua jenjang yang dapat dipakai oleh guru-guru
SM, Remaja/Pemuda dan Orang Tua.
- Melaksanakan pembinaan bersama instansi terkait secara berkala mengenai korupsi serta

sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
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